WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4680);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Kotamobagu Nomor 187);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran, yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode.

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang
selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan vyang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo
anggararan lebih tahun pelaporan yang terdiri saldo
anggaran lebih awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan saldo
anggaran lebih akhir.

8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh  kegiatan operasional keuangan entitas
pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban
dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.



10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari
ckuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi dan ekuitas
akhir.

12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CalLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran
2023 berupa Laporan keuangan, yang meliputi:

LRA,;

LPSAL;

LO;

LPE;

Neraca;

LAK; dan
g. CalK.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik Daerah.
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Pasal 3

(1) Rincian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun
anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(2) Lampiran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
dari:
a. Lampiran [ yang memuat LRA terdiri atas:

1. ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi,

2. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

3. rincian APBD menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan; dan



4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan  Daerah, organisasi, program,
kegiatan dari sub kegiatan;

Lampiran Il yang memuat LPSAL;

Lampiran III yang memuat LO;

Lampiran IV yang memuat LPE;

Lampiran V yang memuat Neraca;

Lampiran VI yang memuat LAK;

Lampiran VII yang memuat CalLK;

Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi

piutang Daerah;

Lampiran [X yang memuat daftar rekapitulasi

penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana
bergulir dan penyisihan dana bergulir;

k. Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal
(investasi) Pemerintah Daerah;

l. Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi
realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap
Daerah;

m. Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset
tetap;

n. Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi
konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset
lainnya;

p. Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan
Daerah;

q. Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka
pendek;

r. Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka
panjang;

s. Lampiran XIX yang memuat daftar sub kegiatan yang
belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran
2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan

t. Lampiran XX yang memuat ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik Daerah terdiri atas:

1. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha
milik Daerah; dan

2. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)
badan usaha milik Daerah.
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Pasal 4
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diatur dengan
Peraturan Wali Kota.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 09 (EfTemper 2024
{Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,%

DiundangKan di Kotamobagu

ggal 09 SEPTEMBER 2024
TARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU* :

DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI
UTARA : NOMOR 3/W.III/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I.  UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yaitu APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang yaitu kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah
diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 3



